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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 20 Oktober 1976, umur 47
tahun, agama Islam, pekerjaan |lbu Rumah Tangga, pendidikan
terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa
Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Ibnu Hiban, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
Ibnu Hiban, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Tenggiri,
Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 November 2023 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Nomor 454/SK/X1/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 27 September 1973, umur 50
tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir
SD, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20
November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sumbawa Besar dengan Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 27
November 2023 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah

menikah pada tanggal 26 Januari 2002 di Kecamatan Alas Kabupaten
Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nomor :
XXX (Terlampir);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak bernama: Anak berusia 17 Tahun

4. Bahwa sejak Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
percekcokan antara Pengguat dan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga,
malas kerja

b. Tergugat selalu ingin menang sendiri dan bersikap egois kepada
Penggugat;

c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepatakan untuk
bercerai;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2011yang akibatnya kini Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 (dua) belas
tahun lamanya;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengguat dengan
Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
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dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar
masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma
Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi
pengguat untuk menyelelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat;

7. Pengguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim
kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan
sebagai berikut:

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atasPenggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER ;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili
kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;
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Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi
atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat.
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Alas Kabupaten Sumbawa
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX tanggal 25 September 2023.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.
Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi adalah keponakan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2010 kehidupan rumah tangga mereka
mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada
Penggugat dan anak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
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- Bahwa sejak Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
hingga sekarang

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka
sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri
karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2010 kehidupan rumah tangga mereka
mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah yang cukup kepada
Penggugat dan anak ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa sejak Juni 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
hingga sekarang

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya
sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka

sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
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- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat
yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P),
oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40
ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan
Agama Sumbawa Besar berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus
perkara a quo.
Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide bukti P). Bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan
oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan
sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa
berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki legal
standing atau rechtsbevoegheid (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk
mengajukan gugatan perceraian a quo (legitima persona standi in judicio);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat a quo dengan
menunjuk Ibnu Hiban. S.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa
khusus tanggal 19 November 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 454/SK/XI1/2023,
tanggal 27 November 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1
dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa
Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh
Ketua Pengadilan Tinggi, penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat
dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim
menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai
penerima kuasa dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat
di persidangan;

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk
bercerai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil,
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula
mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan
telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk
memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya,
maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan
dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu
apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan
dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami
isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;
Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat a quo adalah tuntutan
Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan
Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal
26 Januari 2002 , yang dicatat oleh KUA Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi
Nusa Tenggara Barat dengan Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah XXX
tertanggal 25 September 2023 dan telah dikaruniai seorang anak . Bahwa sejak
sejak Agustus 2010 , rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada sejak Juni 2011
yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga

sekarang serta tidak saling pedulikan lagi hingga saat ini;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk
perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan
dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b)
dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan
Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, oleh
karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil
pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara
formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik berupa
Duplikat kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan
Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk
itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
tanggal 26 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi,
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, yang telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan
saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah
saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
tanggal 26 Januari 2002 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat hingga berpisah dan telah dikaruniai seorang anak ;

- Bahwa sejak Agustus 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang
memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak ;

- Bahwa puncak terjadi pada sejak Juni 2011 , di mana menyebabkan
Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang ;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk
bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat
dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang
terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan Majelis Hakim telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
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- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun
sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan
apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang
dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang
mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi
serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri
persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang
memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak , sehingga gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa

Hal. 11 dari 15 Hal.
Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang
dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor
penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil
dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan
orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada
pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga
rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk
dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Konklusi
Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan

Terggugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan
yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum
Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi
dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram,
tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih
besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik.
Hal ini sejalan dengan qaidah fighiyah terdapat dalam Kitab al Asybah wa an
nadzoir fi al Fury’ juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim yaitu:

CJLAA}\ g_al; ‘:Jx: ?'ﬁ"“ KWL &)

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat”;
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Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan
sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat
dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,
karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan
verstek (default judgment);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan
dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat
terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Dr. Moh.
Fathi Nasrulloh, S.H.l, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc dan
Hafidzul Aetam, S.Hi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad
Asim, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Dedi Jamaludin, Lc Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.Hi Panitera Pengganti

ttd
Muhamad Asim, S.H

Perincian Biaya Perkara :
1 Biaya Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses . Rp. 75.000,00
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Biaya Panggilan P dan T
PNBP Panggilan P
PNBP Panggilan T
Materai

N o 0o~ W

Biaya redaksi

Jumlah

Rp.
Rp.

Rp
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400.000,00
10.000,00
10.000,00

Rp. 10.000,00
Rp. 10.000,00
Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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